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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 
Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 
No.113, TLN No.5254), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), Keppres RI 
56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik 
sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur 
sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan 
hidup, Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana 
daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan 
transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. 
Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp26.115.948.000.000,00. Besaran 
Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan 
Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis. Daerah penerima DAK wajib 
mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.  
Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan 
dan penggunaan DAK masing-masing bidang kepada menteri teknis/kepala badan terkait. 
Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang merupakan kompilasi dari laporan 
seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri. Menteri/kepala badan melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis 
terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011. 

  - Lampiran halaman 1-12. 

 


